





Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, yaitu Hasil Penelitian dan 
Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Bengkulu Tahun 2012 
Proses penyelesaian tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Bengkulu Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 
1) Panwaslu menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan 
penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu tersebut di atas 
dapat di sampaikan oleh: 
d. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. 
e. Pemantau Pemilu. 
f. Peserta Pemilu. 
Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis kepada 
Panwaslu dengan paling sedikit memuat: 
e. Nama dan alamat pelapor. 
f. Pihak Terlapor. 
g. Waktu dan tempat kejadian perkara. 
h. Uraian kejadian. 
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Laporan pelanggaran Pemilu diterima oleh Panwaslu pada hari 
kejadian tindak pidana pemilu itu yaitu pada tanggal 11 September 
2012. Setelah Panwaslu menerima laporan tindak Pidana Pemilu, lalu 
Tindak Pidana Pemilu tersebut digelar di dalam sebuah tim yang 
disebut Tiem Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), 
kemudian setelah ada kesepakatan dari tim bahwa laporan tersebut 
merupakan Tindak Pidana pemilu, maka Panwaslu menyerahkan 
berkas Tindak Pidana Pemilu tersebut kepada Penyidik Kepolisian 
beserta tersangka dan juga barang bukti, maka pada hari itu juga 
Panwaslu langsung menyerahkan tersangka beserta barang bukti 
kepada pihak Polres Bengkulu. 
2) Setelah berkas diserahkan kepada penyidik, maka penyidik melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
a. Penyidik melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi pada 
hari itu juga, yaitu pada tanggal 11 September 2012. Dan tersangka 
juga langsung dilakukan penahanan dikarenakan tersangka juga 
tersangkut kasus kepemilikan senjata tajam. Proses penyidikan 
dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. 
b. Penyidik Kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
JPU pada tanggal 14 September 2012. 
c. Setelah berkas diperiksa oleh JPU, ternyata berkas perkara 
tersebut dikembalikan lagi kepada penyidik karena dianggap 
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belum lengkap. JPU memeriksa berkas perkara selama 3 (tiga) 
hari dan kemudian berkas perkara dikembalikan lagi kepada 
penyidik pada tanggal 17 September 2012. 
d. Penyidik Kepolisian dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal 
penerimaan berkas, harus sudah menyampaikan kembali berkas 
perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Penyampaiaan kembali 
berkas kepada JPU pada tanggal 20 September 2012. 
3) Setelah Penyidik menyerahkan berkas perkara dan Tersangka kepada 
Penuntut Umum, Kemudian Penuntut Umum membuat surat dakwaan 
dan setelah selesai JPU harus segera melimpahkan berkas perkara 
kepada Pengadilan Negeri. Pelimpahan berkas ini dilakukan selama 5 
(lima) hari, yaitu pada tanggal 25 September 2012. 
4) Persidangan langsung dilaksanakan pada hari yang sama dan pada 
tanggal 27 September 2012 perkara telah diputus. 
2. Hambatan dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 
a. Hambatan dalam tahap pemeriksaan oleh Panitia Pengawas Pemilu 
(Panwaslu) 
1) Adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat, yaitu paling 
lambat 3 hari sejak tindak pidana Pemilu dilakukan laporan harus 
sudah diterima oleh Panwaslu. 
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2) Kurangnya partisipasi dari masyarakat, seperti masyarakat yang 
mengetahui tindak pidana Pemilu ada yang tidak bersedia menjadi 
saksi, sementara saksi sebagai alat bukti minimal 2 (dua) orang. 
3) Keterbatasan personil dan kemampuan untuk menyelidik yang 
sama sekali tidak dimiliki oleh anggota Panwaslu. 
4) Panwaslu tidak mempunyai wewenang untuk menggeledah dan 
menyita ketika masyarakat tidak mau menyerahkan barang bukti. 
b. Hambatan dalam tahap Penyidikan oleh Kepolisian 
Hambatan yang dihadapi di tingkat penyidikan dalam 
penanganan tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 
tahun 2012 tidak terlalu berat, diantaranya : 
1) Adanya batasan waktu, maka Penyidik harus bekerja lebih cepat, 
mengingat jangka waktu penyelesaian tindak pidana pemilu yang 
sangat singkat.  
2) Adanya pengembalian berkas perkara yang telah disampaikan 
kepada Penuntut Umum yang dianggap belum lengkap, sehingga 
membuat Penyidik harus kembali bekerja untuk menyempurnakan 
berkas perkara. 
c. Hambatan dalam tahap penuntutan oleh Kejaksaan 
Hambatan yang dialami oleh Penuntut Umum dalam proses 
pembuatan surat dakwaan dan pada saat penuntutan adalah karena 
adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang menjadi 
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hambatan bagi Penuntut Umum dalam menyelesaikan surat dakwaan 
yaitu paling lama 5 (lima) hari sejak menerima bekas perkara dari 
Penyidik Kepolisian, harus sudah melimpahkan berkas perkara 
kepada Pengadilan Negeri, hal ini membuat Jaksa Penuntut Umum 
bekerja keras dan memprioritaskan penyelesaiannya dari perkara lain. 
d. Hambatan dalam tahap persidangan di Pengadilan 
Hambatan yang dialami pada saat persidangan di pengadilan adalah : 
1) Adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yaitu Pengadilan 
Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara 
tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum, membuat 
majelis Hakim segera mengadili perkara tersebut. 
2) Putusan Pengadilan Negeri (tertulis) harus sudah di sampaikan 
kepada Penuntut Umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah 
putusan dibacakan. 
3) Adanya pihak lain yang berusaha untuk mengacaukan proses 
persidangan dikarenakan adanya kepentingan politik bagi 
beberapa pihak. 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut : 
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1. Diharapkan dalam proses penyelesaian tindak pidana pemilu, ada 
koordinasi antara Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan agar 
tidak terjadi hambatan dalam upaya penyelesaian tindak pidana pemilu 
bagi tiap-tiap instansi. 
2. Diharapkan agar hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana 
pemilu yaitu pidana maksimum sehingga ada efek jera bagi pelaku dan 
tidak akan mengulangi perbuatannya. Juga bagi mereka yang akan 
berbuat tindak pidana pemilu berfikir panjang sebelum melakukannnya 
mengingat beratnya pidana yang dijatuhkan, sehingga hal ini dapat 
mengurangi terjadinya tindak pidana pemilu kedepan. 
3. Diharapkan agar masyarakat berperan aktif dalam proses penyelesaiaan 
tindak pidana pemilu, bukan hanya menjadi peran bagi lembaga-lembaga 
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PENGADILAN NEGERI BENGKULU 
JL. S. PARMAN NO. 05 BENGKULU 
               TELP. (0736) 21142 
 
KUTIPAN PUTUSAN PIDANA 
NO. 01/PID.S/2012/PN.BKL 
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 
 Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada 
tingkat pertama dengan acara singkat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 
perkara Terdakwa : 
 Nama lengkap   : TONI MARYANTO BIN SUNARYO; 
 Tempat lahir   : Di Bengkulu; 
 Umur / tgl lahir  : 28 Tahun ( 07 Nopember 1984 ); 
 Jenis Kelamin   : Laki-laki; 
 Kebangsaan   : Indonesia; 
 Agama    : Islam; 
 Pekerjaan   : Dagang; 
 Pendidikan terakhir  : SMA; 
 Tempat tinggal  : Desa Bukit Peninjauan 2 RT 12 RW 04 Kecamatan  
       Sukaraja Kabupaten Seluma; 
 
 Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan; 
 Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum; 
 Pengadilan Negeri tersebut; 
 Membaca dan sebagainya; 
 Menimbang dan seterusnya; 
 Memperhatikan ketentuan pasal 116 ayat ( 2 ) jo pasal 78 huruf b Undang-undang RI 
No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 
12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP, serta Peraturan 
hukum lainnya yang brsangkutan; 
MENGADILI. 
1. Menyatakan Terdakwa TONI MARYANTO BIN SUNARYO telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta dengan sengaja 
melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, menghina seseorang, Calon 
Kepala Daerah dan Partai Politik ”; 
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa TONI MARYANTO BIN SUNARYO dengan 
pidana denda sebesar Rp 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dengan 
ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) 
bulan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 25 ( dua puluh lima ) poster 1 m x 1 m, bertuliskan “ KOTA BENGKULU KELABU 
“ dan “ HELMI SIAP MELANJUTKAN TRADISI KORUP DI BENGKULU “ dan 
foto HELMI HASAN, MURMAN EFFENDI, AGUSRIN, 199 ( seratus sembilan 
puluh sembilan ) stiker bertuliskan “ KOTA BENGKULU KELABU “ dan foto 
HELMI HASAN, MURMAN EFFENDI, AGUSRIN, dirampas untuk dimusnahkan; 
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol BD 3714 PJ berikut 
STNKnya atas nama TONI MARYANTO dikembalikan kepada Terdakwa; 
- Dan 1 ( satu ) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomer seri 
HGU510668, dirampas untuk negara; 
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- ( seribu 
rupiah ); 
Demikianlah hasil Putusan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu 
pada hari  Kamis tanggal 27 September 2012, yang terdiri dari MUARIF, SH, selaku Ketua 
Majelis, ENDRABAKTI HERIS SETIAWAN, SH, dan RENDRA YOZAR D.P., SH., 
MH, masing-masing selaku Anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang 
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-
hakim Anggota, dibantu FAHRUDIN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Jaksa 
Penuntut Umum yang dihadiri JORDAN MAHENDRA BETSY, SH, dan Terdakwa; 
 
  Hakim Anggota     Hakim Ketua; 
           Dto              Dto 
 
1. ENDRABAKTI HERIS S., SH,   MUARIF, SH 
     
     Dto 
 
2. RENDRA YOZAR D.P., SH., MH  Panitera Pengganti 
Dto 
 
  FAHRUDIN, SH 
  Untuk Salinan Resmi 
        Sesuai dengan bunyi aslinya 





  ZAILANI SYAHIB, SH. 





Nama    : Zeka Eliya 
NPM    : B1A008034 
Fakultas   : Hukum 
Jurusan   : Hukum Pidana 
Tempat dan Tanggal Lahir : Kota Baru Santan, 11 Oktober 1990 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
No. Hp   : 0821-1194-3431 / 0878-9488-3510 
Status : Menikah dengan Bayu Setyawan Nursanto dan   
mempunyai satu orang anak perempuan, Kaylla 
Maulidania 
Kewarganegaraan : Indonesia 
Pekerjaan : Mahasiswa 
Agama : Islam 
Pendidikan :  1. SD Negeri 68 Kota Bengkulu 
    2. SMP Negeri 11 Kota Bengkulu 
    3. SMA Negeri 5 Kota Bengkulu 
Alamat : Perum Nakau Asri Blok E No. 10 Kecamatan Talang 
Empat Kabupaten Bengkulu Tengah 
